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GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Ill ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi
Tenggara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai

Surat Nomor 903/3145/Keuda perihal penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri;
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1

2

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah
dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat
| Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrul Pada Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008
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Nomor 8);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 16);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 9 ),

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Tahun 2019 tentang Pertanggung jawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018 (Lembaran

Daerah Provinsi sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor )

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas



. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah

b Dana Perimbangan
¢ Lain-lain Pendapatan yang Sah

. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Hibah
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga

o0k wn

b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

. Pembiayaan

Penerimaan
Pengeluaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Jumlah Pembiayaan Netto

903.949.000.785,15
2.865.113.577.686,00
16.500.000.000,0

1.212.785.202.691,00
6.597.947.228,00
642.709.561.223,00
302.222.794.259,00
32.449.028.261,00
56.445.000,00

91.029.700.354,00
503.426.495.264,00
795.197.262.263,00

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

352.655.750.081,43
66.549.298.824,00

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

3.785.562.578.471,15

2.196.820.978.662,00

1.389.653.457.881,00

3.586.474.436.543,00

199.088.141.928,15

286.106.451.257,43

485.194.593.185,58



Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam

Lampiran | Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke

dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam

Lampiran Il Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

pen impatanrf?” Sulawesi Tenggara.
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SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR $ S



